SKRIPSI

PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT
DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU

Oleh:

TIARAHALIM
Nomor Induk Mahasiswa : 105611117120

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024



SKRIPSI
PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT
DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.Ap)

Disusun dan Diajukan Oleh:

TIARA HALIM
Nomor Stambuk: 105611117120

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian

Penerapan  Llectronic  Government  Dalam
Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Luwu
Nama Mahasiswa Tiara Halim
Nomor Induk Mahasiswa 105611117120
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Menyetujui:
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. H.Lukman Hakim, M.Si afiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si
Menyetujui:
Dekan Ketua Program Studi
S Reasy,
7 4 (.({_?.\v.\r '\'f nl-':.' .
. RN
‘:i v‘;.'_"f ~_'J' ,"U }’. "
‘\‘fe,fBr.»Hf."Ih!gm Malik. S.Sos., M.Si Dr. Nur Wahid, S.sos, M.Si
NBM: 991 742

_NBM:730727



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Nomor 0256/FSP/A.4-11/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Administrasi Negara

yang dilaksakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024.
TIM PENILAI

Ketua

\ F
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727

PENGUJI
1. Dr. H. Muhammadiah, MM
2. Dr. Abdi, M.Pd
3. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si

4. Hardianto Hawing ST., MA




HALAMAN PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa . Tiara Halim
Nomor Induk Mahasiswa . 105611117120
Program Studi . IImu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan
hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya
dan apabila dikemudian hari pemyataan ini tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas
Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Mei 2024
Yang Menyatakan,

A

Tiara Halim



ABSTRAK

TIARA HALIM, 2024. Penerapan Electronic Government Dalam Pelayanan
Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu (dibimbing oleh bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si dan bapak
Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan
electronic government dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dalam aspek support,
capacity, dan value. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data
dikumpulkan dari hasil wawancara, kemudian dianalisa berdasarkan indikator
dukungan, kemampuan, dan nilai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan electronic government dalam
pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Luwu berada dalam kategori baik. Hanya saja berdasarkan
analisis menunjukkan bahwa penerapan electronic government dalam pelayanan
administrasi kependudukan belum sepenuhnya dijalankan seperti pembuatan
Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan surat
keterangan kependudukan lainnya karena masyarakat lebih memilih mendaftar
secara manual dibanding online karena faktor website yang masih dalam
perbaikan dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi
informasi menjadi enggan mengakses website yang disediakan dan lebih
memilih bertatap muka secara langsung jika memerlukan pelayanan. Akan tetapi
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu lebih kebanyakan
masyarakat yang datang untuk mengurus e-KTP karena langsung datang ke
Kantor Disdukcapil luwu untuk foto dan rekam data diri tanpa harus ke Kantor
Camat. Setelah itu percetakan e-KTP dilanjutkan di Dinas Pendudukan dan
Pencatatan Sipil kalau e-KTP sudah siap akan langsung dapat diperoleh pada
hari tersebut.

Kata Kunci: Government, e-Government, Pelayanan Publik, Pelayanan
Adminisrasi Kependudukan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem
kerja dari manual menjadi digital. Menurut (Nurany et al., 2021) teknologi
merupakan salah satu bentuk perkembangan. Bahkan di abad ini, penggunaan
teknologi semakin meluas ke seluruh dunia dan di semua lapisan masyarakat.
Teknologi internet kini banyak digunakan di berbagai bidang, baik di bidang
bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Di sektor
pemerintahan, penggunaan teknologi Internet disebut dengan pemerintahan
elektronik atau disingkat e- Government.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara
Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data
Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Pasal 2 ayat 2
mengatakan bahwa NIK dan Data Kependudukan adalah data yang telah
dikonsolidasikan dan telah dibersihkan Kementerian Dalam Negeri, dimana
NIK bersumber dari hasil pelayanan kependudukan yang tersambung dengan
Data Center Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (Tryanti & Frinaldi, 2019).

Ringkasnya, tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan pengaduan
berbasis e-Government adalah untuk menarik pelanggan online

dibandingkan pelanggan offline. E-Government bertujuan untuk memberikan



pelayanan tanpa campur tangan pegawai lembaga publik dan tanpa sistem
antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana.
Selain itu, e-Government bertujuan untuk mendukung tata kelola pemerintahan
yang baik. Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah informasi bagi
masyarakat dapat mengurangi korupsi dengan meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas lembaga publik. E- Government dapat memperluas partisipasi
masyarakat dengan memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam
pengambilan keputusan/pengambilan kebijakan pemerintah. E-Government
juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi birokrasi serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Suryanto (2019).

Pelayanan publik itu tugas wajib pejabat pemerintah sebagai pelayanan
publik. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa dalam menjalankan
fungsinya harus selalu berusaha melayani kepentingan masyarakat dengan
tetap menghormati peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pelayanan publik
merupakan hal yang sangat mendasar bagi instansi pemerintah. Pemerintah
sebagai pejabat publik mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk
memberikan pelayanan yang baik dan profesional. Menurut Kurniawan
(2005:6) pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) kebutuhan
orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi
sesuai dengan aturan dasar dan prosedur yang telah ditentukan (Terindah et al.,
2023).

Pelayanan publik merupakan langkah awal menuju terwujudnya tata

kelola pemerintahan yang baik di suatu perusahaan. Namun pada



kenyataannya penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah pusat dan
daerah masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien, serta
kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Hal ini ditunjukkan
dengan banyaknya pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak
langsung, misalnya melalui media massa, yang menyerukan perbaikan kualitas
pelayanan publik. Permasalahan utama saat ini adalah kurang tanggapnya
pemerintah dalam merespon keinginan masyarakat.

Tujuan dari sistem informasi administrasi kependudukan ini adalah
untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
yang berorientasi pada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya
data dan informasi kependudukan yang akurat, sistem ini juga diharapkan
dapat mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga
dapat memberikan kemudahan pelayanan dari suatu instansi untuk melakukan
proses yang berkaitan dengan masalah kependudukan.

Peran dari penerapan electronic government yaitu meningkatkan akses
warga negara terhadap layanan publik pemerintah, meningkatkan akses publik
terhadap sumber informasi milik pemerintah, mengatasi keluhan masyarakat
dan memeratakan kualitas layanan yang dapat dinikmati seluruh warga negara.
Dengan penerapan E-Government, pemerintahan menjadi lebih transparan,
akuntabel, efektif, dan efisien dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.

Adanya konsep e-Government di Kabupaten Luwu merupakan respon
baik terhadap era digitalisasi saat ini. E-Government merupakan suatu

sistem pengelolaan pemerintahan secara elektronik yang dalam praktiknya



pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat mempermudah proses
pelayanan serta dinilai lebih efektif dan efisien dalam mencapai pelayanan
publik yang prima. Guna menerapkan konsep e-Government, pemerintah
mengeluarkan arahan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui
Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018.

Kabupaten Luwu, menjadi salah satu kabupaten yang melaksanakan
pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik. Melalui jaringan
komunikasi dan informasi, hal ini diharapkan mampu mengatasi segala
permasalahan pengelolaan data kependudukan dalam melakukan pelayanan
seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta
Kelahiran dan Kematian, dan Akta Perkawinan (Ley 25.632, 2002). Akan
tetapi dalam pelayanan e-government Disdukcapil Luwu hanya menerapkan
pelayanan e-KTP. KTP elektronik atau e-KTP adalah dokumen kependudukan
yang memuat informasi soal Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tak sama
seperti KTP sebelumnya, e-KTP berlaku seumur hidup sehingga masyarakat
tidak perlu repot untuk memperpanjang. Bukan hanya itu, kini, masyarakat bisa
dengan mudah mengecek NIK KTP secara online atau melalui handphone/alat
elektronik lainnya yang memuat jaringan tanpa harus mendatangi kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pengecekan e-KTP online
bertujuan untuk mengetahui apakah NIK sudah terdaftar atau belum. Selain itu,
cek NIK e-KTP secara online juga berguna untuk mengetahui apakah KTP

yang dimiliki asli atau tidak.



Akan tetapi, proses pelayanan dalam pelayanan administrasi
kependudukan elektronik seringkali terganggu karena disebabkan oleh
berbagai faktor teknis, seperti kurangnya ketersediaan infrastruktur teknologi
yang memadai dan kendala jaringan yang tidak bagus, serta sosialisasi kepada
masyarakat yang kurang optimal.

Dari permasalan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui,
mendalami dan menganalisis proses Penerapan Electronic Government Dalam
Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu. Kontribusi penelitian ini untuk menjadi
rekomendasi dan saran sekaligus untuk meningkatkan government pelayanan
administrasi kependudukan e-KTP di pemerintahan Kabupaten Luwu. Dari
pernyataan ini, maka peneliti mengambil judul “Penerapan Electronic
Government Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu”

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian

ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aspek support (dukungan) Dalam Pelayanan Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Luwu?

2. Bagaimanakah aspek capacity (kemampuan) Dalam Pelayanan
Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Luwu?



3. Bagaimanakah aspek value (nilai) Dalam Pelayanan Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Luwu?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan
penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek support (dukungan) Dalam Pelayanan
Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu.

2. Untuk mengetahui aspek capacity (kemampuan) Dalam Pelayanan
Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu.

3. Untuk mengetahui aspek value (nilai) Dalam Pelayanan Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Luwu.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka
manfaat penelitian ini, adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan yang berkaitan dengan penerapan electronic government dalam
pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dan menjadi perbandingan bagi peneliti-



peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan informasi bagi
Pemerintah Kabupaten Luwu agar lebih maksimal dalam melaksanakan
penerapan electronic government dalam pelayanan Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu.

b. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan di bidang ilmu administrasi
khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana
penerapan electronic government dalam pelayanan Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Luwu.

c. Bermanfaat bagi peneliti lanjutan menjadi informasi penting dalam
memahami mengenai penelitian yang berkaitan dengan pelayanan
Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil untuk dijadikan sebagai referensi untuk rekan-rekan mahasiswa.



A. Penelitian Terdahulu

BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai pembanding penelitian-penelitian

untuk langkah selanjutnya. Yang tentunya penelitiann ini berkaitan dengan

penerapan  Administrasi Kependudukan. Berikut beberapa penelitian
sebelumnya:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No. Nama Metode Hasil Penelitian Perbedaan
Peneliti/Judul | Penelitian

1. | Kurniawan Kualitatif | Implementasi E- | Penelitian tersebut
(2022) deskriptif | government pada | menggunakan platform
Implementasi Dinas Sobat  Dukcapil
E-  Government Kependudukan dan | Sementara  penelitian
Pada Dinas Pencatatan Sipil Kota | menggunakan website
Kependudukan Tangerang, dapat | Identitas Kependudukan
dan  Pencatatan diketahui bahwa | yang di buat oleh
Sipil Kota implementasi e- | Pemerintah Kabupaten
Tangerang (Studi government melalui | Luwu.
Kasus  Platform aplikasi Sobat

Sobat Dukcapil)

Dukcapil sudah baik
dalam berbagai aspek

mulai dari aspek
kualitas  pelayanan
yang baik,
kecepatanan

pelayanan yang cepat
dan biaya pelayanan
yang terbilang
murah.




Kristianto & | Deskriptif | Pembuatan  Sistem | Penelitian tersebut
Findawati (2022) | kualitatif Informasi menggunakan metode
Perancangan dan Administrasi Structured Systems
Analisis Kependudukan dapat | Analysis and Design
Sistem membantu dalam | (SSAD), flowchat
Informasi pengolahan data | dokumen, Data Flow
Pelayanan kependudukan Diagram (DFD), ERD
Administrasi seperti data keluarga, | dan flowchart program.
Kependudukan data kelahiran, | sistem. Di sisi lain,
sebagai data kematian, dan | penelitian ini
pengembangan E- data kepindahan. | menggunakan metode
Government di Dengan adanya | Support, Capacity dan
Kecamatan sistem informasi | Value.
Krembung tersebut juga dapat

membantu

melakukan

pengolahan data

penduduk secara

efektif dan efisien.

Sistem informasi

kependudukan dapat

memudahkan dalam

pembuatan  laporan

penduduk

berdasarkan data

yang telah di input ke

dalam sistem

informasi terxsebut.
Rukmawati Deskripstif | Kualitas pelayanan | Penelitian tersebut
(2021) Kualitas | kualitatif | administrasi berfokus pada kualitas
Pelayanan kependudukan pelayanan administrasi
Administrasi melalui penerapan e- | kependudukan.
Kependudukan Government  pada | Sementara penelitian ini
Melalui Dinas berfokus pada
Penerapan E- Kependudukan dan | penerapan  Electronic
Government Pencatatan Sipil | Goverment dalam
(Studi pada Dinas Kabupaten pelayanan administrasi
Kependudukan Karawang, bila | kependudukan di Dinas
dan  Pencatatan diukur  berdasarkan | Kependudukan dan
Sipil  Kabupaten lima dimensi dalam | Pencatatan Sipil.
Karawang teori kualitas

pelayanan  menurut

Zeithaml belum

optimal. Proses

pelayanan  melalui

aplikasi e-Dukcapil
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masih perlu
pengembangan serta
perbaikan agar

mudah diakses oleh
selurun  masyarakat
termasuk masyarakat
kurang paham
teknologi.

Sumber: Hasil diolah peneliti (2024)

B. Konsep dan Teori

1. Konsep Government

Government atau pemerintah adalah lembaga-lembaga kenegaraan yang
diberi hak, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan
pemerintahan. Contohnya di tingkat desa, konsep pemerintah merujuk pada
kepala desa beserta perangkat desa. Government yaitu badan atau lembaga
yang menjalankan kegiatan-pemerintahan. Tata kelola adalah terminologi
yang digunakan untuk menggantikan istilah “pemerintahan” yang mengacu
pada penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengatasi
masalah-masalah pemerintahan. Tata kelola yang baik memungkinkan
adanya pemerataan peran antara ketiga aktor tersebut di atas.

Seiring dengan berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik,
terjadilah perubahan yang disebut dengan pembagian kewenangan, yaitu
pembagian kewenangan yang tadinya terakumulasi di pusat menjadi
didistribusikan ~ secara  desentralisasi kepada daerah, masyarakat,
perkumpulan, dan berbagai lembaga dalam masyarakat. Artinya, negara saat

ini bukan satu- satunya aktor dalam pengambilan keputusan, namun sektor
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publik dan swasta juga mempunyai peluang untuk terlibat dalam pengambilan

keputusan.

Salah satu fungsi Goverment (pemerintahan) adalah pelayanan, yaitu
pemerintahan sebagai kepala penyelenggara negara untuk kesejahteraan
masyarakat dan birokrasi sebagai penyelenggaranya. Dengan semakin
meningkatnya pembangunan Di masyarakat, pelayanan publik juga semakin
berkembang pergerakan masyarakat dan tuntutan masyarakat menginginkan
pelayanan yang berkualitas dari para birokrat. Mengenai Administrasi
pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksanaan Pelayanan publik
meliputi berbagai program pembangunan dan Kebijakan pemerintah. Namun
kenyataannya itu adalah birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan
tugas nasional dan Perkembangan ini seringkali diartikulasikan secara
berbeda oleh masyarakat (Kelurahan et al., 1945).

Pasal 3 Jo Pasal 1 No.1 UU No.28 Tahun 1999 menguraikan secara rinci
dan lengkap asas-asas umum pemerintahan yang baik (Ilmiah et al., 2023),
yaitu:

1. Asas kepastian hukum, yang dimaksud dengan asas ini adalah negara
Indonesia Sebagai negara hukum, hal ini harus diprioritaskan Dasar
peraturan adalah hukum, moralitas dan keadilan dalam aturan apa pun
yang dikeluarkan oleh otoritas negara.

2. Asas tertib ketatanegaraan adalah asas yang berlaku Artinya
memerlukan keteraturan dan keseimbangan Sehingga pemerintahan yang

ideal dapat terlaksana dan tujuan negara dapat tercapai dicapai.
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3. Asas kepastian hukum, yang dimaksud dengan asas ini adalah negara
Indonesia Sebagai negara hukum, hal ini harus diprioritaskan Dasar
peraturan adalah hukum, moralitas dan keadilan dalam aturan apa pun
yang dikeluarkan oleh otoritas negara.

4. Asas tertib ketatanegaraan adalah asas yang berlaku Artinya memerlukan
keteraturan dan keseimbangan Sehingga pemerintahan yang ideal dapat
terlaksana dan tujuan negara dapat tercapai dicapai.

5. Asas kepentingan umum, yang dimaksud dengan asas ini adalah
pemerintahan yang baik Kesejahteraan umum harus diperhitungkan
selama implementasi Cara demokratisnya adalah dengan mempunyai
sikap mau mendengarkan Mengatasi keluhan masyarakat luas dengan
menyediakan fasilitas dan layanan Kami mempertimbangkan kebutuhan
masyarakat dan selektif, mengutamakan hal yang paling penting penting
atau dipandang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

6. Asas keterbukaan umum. Pentingnya prinsip ini adalah pemerintah harus
melakukan hal tersebut terbuka untuk publik atau transparan Tata kelola
bisa benar, jujur, dan dilakukan tidak membeda-bedakan.

7. Asas proporsionalitas adalah asas yang menitikberatkan pada acara
Konsistensi antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara sehingga
tidak terjadi demikian Lahm dan para pejabat terus memprioritaskan
komitmen mereka Selesaikan tugas utama terlebih dahulu sebelum

menegaskan hak Anda.
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8. Asas profesionalisme, asas ini menjelaskan bahwa profesionalisme itu
wujudnya Keahlian dan kepatuhan terhadap Kode Etik dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sangatlah penting penting.

9. Prinsip akuntabilitas, prinsip ini berarti setiap tindakan serta tugas-tugas
tokoh dalam pelaksanaannya Pemerintah harus bertanggung jawab
kepada rakyat.

. Konsep E-Government

Menurut Zweers dan Planque, e-Government didefinisikan sebagai
“elektronik goverenmet”. sehubungan dengan penyediaan informasi layanan
atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan melalui
pemerintah, lokasi dan waktu yang tidak terbatas memberikan nilai lebih
Partisipasi semua kalangan. Sementara itu, menurut Bank Dunia, e-
Government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti
jaringan area luas, Internet dan komputasi seluler melalui organisasi
pendidikan pemerintah Hubungan dengan warga negara, dunia usaha dan
organisasi lain di pemerintahan.

E-Government adalah penggunaan teknologi oleh pemerintah,
khususnya penggunaan aplikasi berbasis web, untuk meningkatkan akses dan
penyampaian layanan pemerintah kepada warga negara, mitra bisnis, pejabat
atau pegawai, dan entitas pemerintah lainnya. Berdasarkan definisi di atas,
kita dapat memahami bahwa e-Government adalah pemanfaatan teknologi
oleh pemerintah, khususnya aplikasi berbasis web yang dapat
menghubungkan layanan pemerintah dengan masyarakat. Instansi

pemerintah terhubung satu sama lain melalui keberadaan website.
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Menurut Indrajit (2002, pp. 11-13) dalam (Lusiani et al., 2009),
menciptakan visi e-Government yang baik didasarkan pada empat prinsip,
yaitu:

1. Fokus pada peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

2. Menciptakan lingkungan yang kompetitif.

3. Menghargai inovasi dan memberi ruang bagi kesalahan.

4. Menekankan pada pencapaian efisiensi.

Dalam Pengembangan e-Government ditujukan untuk mencapai 4
(empat) tujuan, antara lain:

a. Membangun jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang
kualitas dan cakupannya memuaskan masyarakat luas serta dapat diakses
setiap saat di seluruh wilayah Indonesia tanpa batasan waktu dan biaya
terjangkau masyarakat.

b. Membangun hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan memperkuat
kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan
internasional.

c. Membangun mekanisme dan saluran komunikasi dengan institusi
pemerintah dan memberikan kesempatan dialog publik kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah.

d. Menetapkan sistem pengelolaan dan alur kerja yang transparan dan
efisien serta memfasilitasi transaksi dan pelayanan antar lembaga

pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
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Inti akhir dari konsep pemerintahan elektronik (e-Government)
dilaksanakan dengan tujuan agar hubungan pemerintah baik dengan
masyarakat maupun perekonomian dapat berjalan secara efisien, efektif dan
ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamika pergerakan masyarakat
saat ini, sehingga pemerintah harus mampu menyesuaikan fungsinya di dalam
negara agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya dan melaksanakan
tugasnya dengan aman dan nyaman, yang kesemuanya dapat dicapai melalui
perbaikan. sistem pemerintahan itu sendiri, dan e-Government adalah salah
satu kemungkinannya. Tujuan penerapan e-Government adalah tata kelola
pemerintahan yang baik (mas ammah, 2016).

Konsep pengembangan e-Government menetapkan prioritas
pengembangan e-Government pada suatu institusi pemerintah, ditinjau dari
hubungan Government to Government (G2G), Government to Business
(G2B), dan Government to Citizen (G2C). Kesiapan Terhadap Keberhasilan
e-Government, menurut Heeks (Aminudin, 2019) berkaitan dengan:

1. Infrastruktur hukum/legal. Instrumen hukum diperlukan untuk mencegah
kejahatan digital dan melindungi privasi, keamanan data/informasi dan
transaksi digital baik individu, perusahaan, dan lembaga pemerintah.

2. Infrastruktur kelembagaan. Harus ada badan khusus yang mengurus e-
Government dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat,

termasuk layanan digital.
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3. Infrastruktur Sumber Daya Manusia (SDM). Sistem sumber daya
manusia perlu dikembangkan untuk menarik tenaga telematika
profesional untuk berpartisipasi dalam e-Government pemerintahan.

4. Infrastruktur teknologi. Meskipun teknologi yang dibutuhkan relatif
mahal, namun peluang kolaborasi dengan pihak swasta dalam
membangun infrastruktur - teknologi untuk mendukungnya harus
dikembangkan.

Adapun Teori Government, yaitu:

1. Teori Transformasi: menekankan gagasan bahwa e-Government tidak
hanya menggantikan proses manual dengan proses otomatis, namun
secara mendasar dapat mengubah cara pemerintah bekerja dan
memberikan layanan. Transformasi ini dapat mencakup restrukturisasi
organisasi, perubahan budaya kerja, dan perubahan pemikiran kebijakan.

2. Teori Inovasi: menyoroti pentingnya inovasi untuk pengembangan e-
Government. Teori ini memandang perubahan sebagai akibat dari
pengenalan dan penerapan teknologi baru serta perubahan kebijakan dan
prosedur.

3. Teori Adopsi Teknologi: mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi
penerimaan dan adopsi teknologi oleh pemerintah dan masyarakat. Teori
ini  mencakup faktor-faktor seperti persepsi kegunaan, persepsi
kemudahan penggunaan, dan faktor sosial yang mempengaruhi adopsi

teknologi.
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4. Teori Struktur Organisasi: menelaah bagaimana struktur organisasi dapat
berubah atau beradaptasi sebagai respons terhadap penerapan e-
Government. Hal ini mungkin termasuk restrukturisasi departemen,
pembentukan tim khusus, atau perubahan kepemimpinan organisasi.

5. Teori Keterbukaan : terkait dengan berkembangnya konsep pemerintahan
terbuka. Teori ini mencakup unsur-unsur seperti keterbukaan informasi,
partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, dan penggunaan
data terbuka untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

6. Teori Partisipasi Masyarakat: menekankan pentingnya melibatkan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintahan
elektronik dapat menyediakan platform untuk partisipasi masyarakat
yang lebih besar, misalnya melalui survei online, forum diskusi atau
konsultasi online.

7. Teori Manajemen Pengetahuan: mengidentifikasi dan memahami
bagaimana pemerintah dapat mengelola pengetahuan dan informasi
secara efektif di era digital. Hal ini melibatkan strategi untuk
mengumpulkan, menyimpan dan berbagi pengetahuan antara berbagai
tingkat pemerintahan.

Maksud dan Tujuan E-Government dalam praktiknya, e-Government
adalah pemanfaatan Internet untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan
berorientasi pada pelayanan. Ringkasnya, tujuan yang ingin dicapai dengan

e- Government adalah menciptakan pelanggan secara online dan tidak
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mengantri. Selain itu, e-Government bertujuan untuk memberikan

pelayanan tanpa campur tangan pegawai lembaga publik dan tanpa sistem

antrian yang panjang, hanya untuk memperoleh pelayanan yang sederhana,
murah dan efektif.

Jadi tujuan dasar yang ingin dicapai dengan penerapan ini adalah
sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan
teknologi TI dalam proses pemerintahan.

b. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu
merespons perubahan secara efektif.

c. Memperbaiki organisasi, sistem manajemen dan alur kerja pemerintahan.

Terlepas dari tujuan dasar tersebut, e-Government mempunyai tujuan
pengembangan e-Government sebagai berikut:

a. Membangun jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang
berkualitas dan terjangkau.

b. Membangun hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian dalam
menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.

c. Membangun mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah dan
menyediakan fasilitas partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

d. Menetapkan sistem manajemen dan alur kerja yang transparan dan efisien

serta memfasilitasi transaksi dan layanan antar lembaga.
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Website pemerintah daerah merupakan strategi penerapan
pembangunan e- Government secara sistematis dalam tahapan yang realistis
dan mudah diukur. Pembuatan website pemerintah daerah merupakan
tahap pertama dalam pengembangan e-Government, dengan tujuan agar
masyarakat mempunyai kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan
pemerintahan baik di pusat maupun daerah serta berpartisipasi dalam
pembangunan demokrasi melalui internet.

. Teori Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (2006) adalah dalam (Astuti, 2020), pelayanan
publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap
sejumlah rang-orang yang memiliki semua aktivitas yang menguntungkan
dalam satu aktivitas suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya nihil melekat secara fisik pada suatu produk. Kemudian
Munir (2001:190) menambahkan, ada tiga bentuk internal pelayanan publik
yaitu pelayanan dari mulut ke mulut, pelayanan dengan cara penggunaan
Penulisan dan pelayanan menggunakan dokumen. Menurut ketiganya
Berdasarkan ketiga aspek tersebut saja, bentuk pelayanan ini tidak bisa berdiri
sendiri sering digabungkan dalam proses pemberian layanan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian
kegiatan yang berkaitan dengan kepuasan kebutuhan masyarakat dan/atau
pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pelayanan publik.

Pelayanan publik yang profesional paling tidak didasarkan pada akuntabilitas
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dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan (pejabat pemerintah) dengan
memperkuat kelembagaan pelayanan dengan mengedepankan efektivitas
pencapaian tujuan dan sasaran, prosedur sederhana dan proses pelayanan
yang dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan akurat. , tidak rumit,
mudah dipahami dan mudah diterapkan bagi masyarakat yang meminta jasa;
perlunya kejelasan dan kepastian (transparansi) mengenai kepastian
mengenai persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif, satuan kerja dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab atas pemberian pelayanan, rincian biaya/tarif pelayanan dan
pengaturan pembayarannya, serta jadwalnya untuk penyediaan layana
(Iverson & Dervan, n.d.).
Beberapa Ciri Pelayanan Publik Menurut Tjiptono (2002:265-266)
dalam (Prabawati Indah & Meirinawati, 2015) yaitu:
a. Tidak Berwujud
Konsep immaterialitas mempunyai dua pengertian, yaitu:
1. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasakan.
2. Sesuatu yang tidak mudah untuk didefinisikan, dirumuskan, atau
dipahami secara rohani.
b. Tidak Dapat Dipisahkan
Pada umumnya jasa diproduksi dan dialami diserahkan pada saat yang
bersamaan dan atas permintaan seseorang kepada pihak lain, maka
mereka menjadi bagian dari layanan ini. Ciri Khususnya dalam
pelayanan publik, interaksi antara penyedia dan Pengguna jasa atau

pelanggan.
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c. Variabilitas/Heterogenitas/Inkonsistensi

Layanan sangat bervariasi karena merupakan hasil yang tidak
terstandarisasi. Artinya banyak variasi dalam bentuk, kualitas dan jenis,
tergantung pada siapa, kapan, dan di mana layanan tersebut
disediakan. Tiga faktor yang menyebabkan variabilitas dalam kualitas
layanan, yaitu kerjasama atau partisipasi pelanggan selama Pemberian
layanan, semangat/motivasi karyawan dalam layanan pelanggan dan
Beban kerja perusahaan.

d. Kurangnya Tanggung Jawab Pribadi

Inilah perbedaan mendasar antara barang dan jasa. Saat membeli
Barang, konsumen mempunyai hak penuh atas penggunaan dan manfaat
produk yang dia beli. Anda dapat mengkonsumsinya, menyimpannya
atau menjualnya. Namun dalam pembelian jasa, pelanggan hanya
diperbolehkan memiliki akses pribadi ke layanan untuk jangka waktu
terbatas. Pembayaran umumnya ditujukan untuk penggunaan, akses, atau
penyewaan barang-barang tertentu yang berkaitan dengan layanan yang
ditawarkan. Dari karakteristik kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa
demikian halnya dengan pelayanan dapat dirasakan, disentuh dan dilihat
sebelum dibeli atau dikonsumsi oleh pelanggan, jasa itu apa yang
diberikan pada setiap orang juga berbeda-beda karena setiap orang
memilikinya berbeda minat dan layanan yang ditawarkan tentu juga akan
berbeda selain itu. Oleh karena itu, jasa itu tidak dapat disimpan, karena

kalau ada yang dilayani, ya begitulah orang tersebut merasakan
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pelayanannya. Faktor pendukung pelayanan publik yang timbal balik

berpengaruh dan kolaboratif untuk mewujudkan terselenggaranya

pelayanan yang baik (Jailani, 2013) sebagai berikut :

1. Faktor kesadaran para petugas dan pejabat yang terlibat di
dalamnyaPelayanan publik. Dengan kesadaran, diharapkan mereka
dapat melaksanakannya Tugas dengan penuh keikhlasan, keikhlasan
dan disiplin.

2. Faktor regulasi yang menjadi dasar pekerjaan pelayanan. Dalam hal
ini hal itu diperlukan yang perlu diperhatikan adalah penggunaan
wewenang yang harus dipatuhi pemenuhan hak, kewajiban dan
kewajiban. Adanya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang cukup
untuk meramalkan dan memiliki masa depan keterampilan bahasa
yang baik dan pemahaman tentang berbagai peraturan pelaksanaan
disiplin dalam melaksanakan tugas berupa Kketaatan terhadap
peraturan didirikan.

3. Faktor organisasi yang mengaktifkan alat dan sistem bagaimana
mekanisme aktivitas layanan bekerja. Dalam hal ini sebuah sistem
merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan sifat-sifat yang saling
bergantung, saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain.
Selain sistem, itu juga diperlukan metode dan prosedur yang
digunakan untuk menyelesaikannya patut diperhatikan sebuah

pekerjaan.
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4. Faktor pendapatan yang mencakup kebutuhan hidup minimum.
Penghasilan adalah balasan atau pahala bagi seseorang yang telah
berkorban Energi dan semangat.

5. Faktor kesanggupan dan kesanggupan petugas atau dengan kata lain
dengan “kemampuan”, yang diterjemahkan menjadi “kompetensi”,
yaitu keterampilan teknis, Keterampilan manusia dan keterampilan
konseptual merupakan keterampilan mendasar yang harus ada oleh
setiap pejabat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

6. Faktor fasilitas pelayanan yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan
kerja, dan lain-lain entitas lain yang bertindak sebagai instrumen
utama atau pendukung pelaksanaan bekerja.

4. Konsep Pelayanan Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain (Amri, 2018).

Administrasi Kependudukan merujuk pada serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola, dan
memanfaatkan data kependudukan dengan tujuan untuk menyediakan
informasi yang akurat dan terpercaya tentang jumlah penduduk, karakteristik
demografis, serta kebutuhan dan potensi penduduk. Proses administrasi

kependudukan melibatkan berbagai aspek, seperti:
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1. Pendaftaran Penduduk: Mencatat data individu yang menjadi penduduk
suatu wilayah, termasuk informasi mengenai kelahiran, kematian,
pernikahan, dan perceraian.

2. Pencatatan Sipil: Melakukan pencatatan resmi terkait status
kependudukan, seperti pembuatan akta kelahiran, akta kematian, dan
akta perkawinan.

3. Penerbitan Dokumen Kependudukan: Mengeluarkan dokumen resmi
seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan paspor.

4. Analisis Data Demografis: Mengumpulkan dan menganalisis data
mengenai  karakteristik penduduk, seperti usia, jenis kelamin,
pendidikan, dan pekerjaan.

5. Integrasi Data Kependudukan: Mengintegrasikan data kependudukan
antarinstansi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan
perencanaan pembangunan.

Pentingnya administrasi kependudukan terletak pada perannya yang
vital dalam pembangunan suatu negara. Data kependudukan yang akurat
memungkinkan pemerintah untuk merencanakan pembangunan yang efektif,
menyusun kebijakan yang tepat sasaran, dan menjaga keamanan serta
ketertiban masyarakat.

Menurut Hafis (1999) penyelenggaraan administrasi kependudukan
tersebut bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen

penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
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yang dialami oleh penduduk.

2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.

3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional
mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai
tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga
menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada
umumnya.

4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan
terpadu.

5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor
terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.

C. Kerangka Pikir

E-Government merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis
elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja
pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat. Untuk itu dalam penelitian
ini, dapat mengetahui bagaimana penerapan e-government dalam pelayanan
administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu. Maka dari pernyataan diatas peneliti mengambil indikator dari
teori Harvard JFK menurut Indrajit dalam Ramadhan (2023) yakni Support

(Dukungan), Capacity (Kemampuan), dan Value (Nilai).
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Penerapan Electronic Government
Dalam Pelayanan Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu

\ 4

Support Capacity Value
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Hasil Penerapan Electronic
Government Dalam Pelayanan
Administrasi Kependudukan di

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sinil Kabupaten Luwu

D. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini yaitu pelayanan Administrasi Kependudukan pada
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dengan
menggunakan indikator-indikator seperti Support, Capacity, dan Value.
E. Deskripsi Fokus Penelitian
Berdasarkan penjelasan dari fokus penelitian, maka perlu untuk
dideskripsikan bagaimana penerapan e-government dalam pelayanan administrasi
kependudukan itu sendiri. Yakni sebagai berikut:
1. Support (Dukungan)
Kata support adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah

dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki political will (keinginan
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politis) untuk mengembangkan e-government, karena hal ini akan
menyangkut seluruh proses dari e-government. Artinya, pemimpin tidak saja
harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi
motivator ulung pada fase pelaksanaanya (action). Tanpa adanya unsur
political will, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-
government dapat berjalan dengan mulus. Sudah umum bahwa budaya
birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen top-doen
(paradigma klasik). Karena itu, dukungan implementasi program e-
government yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang
berada pada level tertiggi (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati).

. Capacity (Kemampuan)

Kemampuan/Capacity adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan
dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan e-government. Dalam hal ini
ada hal yang paling tidak harus dimiliki oleh suatu pemerintahan dalam
rangka mengimplementasikan dan membangun e-government.

. Value (nilai)

Elemen pertama dan kedua diatas merupakan dua buah aspek yang dilihat dari
sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (sisi penyedia-supply side).
Pelaksanaan e-government tidak akan ada gunanya bila tidak ada pihak yang
diuntungkan, dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang
diperoleh dengan adanya e-government bukanlah kalangan pemerintahan saja

melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan.
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METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian
Penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih 2 (dua) bulan
lamanya meliputi persiapan dan pelaksanaan.

2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang berlokasikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Luwu. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan alasan
karena peneliti tertarik dengan masalah dimana pelayanan administrasi
kepedudukan yang kurang maksimal diwilayah Kabupaten Luwu dan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pemerintah yang
menangani Administrasi Kependudukan seperti penerbitan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan
Kematian, dan Akta Perkawinan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk
memberikan gambaran utuh suatu peristiwa atau dimaksudkan untuk
mengungkap dan memperjelas objek yang akan diteliti terkait dengan
penerapan  electronic government dalam pelayanan  administrasi
kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Luwu.
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2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah tipe studi kasus, yang dimana penelitian ini
dilakukan berdasarkan kejadian yang terjadi dan untuk memberikan
pemecahan masalah sehingga dalam pelaksanaan penelitian tidak terbatas
pada pengumpulan data. Dasar penelitian ini fokus pada penerapan electronic
government dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu.
C. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan peneliti sebagai berikut:
1. Data primer
Data primer dalah data yang diambil secara langsung dari objek
penelitian. Menurut Sugiyono - (2012:137) dalam (Amatulloh, 2021)
“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data”. Data yang diperoleh langsung dari para informan
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu melalui
pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) seperti mengamati
langsung pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu.
2. Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang berfungsi untuk melengkapi data primer.
Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti

dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) secara



30

tidak langsung, biasanya dari pihak yang mengolah data tersebut untuk

keperluan orang lain seperti data yang akan diperoleh dari pencatatan

dokumen atau arsip di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Luwu.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang

berkaitan dengan situasi dan kondisi yang melatar belakangi penelitian ini di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun informan pada penelitian ini

adalah:
Tabel 3.1 Informan Penelitian

No. Nama Inisial Jabatan
1. | Drs. Andi Darmawangsa Rahim DR Kepala Dinas

] . Bidang Pelayanan
2. Serli Novita, SE SN Penduduk

. Bidang Pelayanan

3. Arifin A Penduduk
4. Muhammad Albani MA Masyarakat
5. Fajar Ramadhan FR Masyarakat
6. Sinta Nursari SR Masyarakat
7. Widya Saputri WS Masyarakat
8. Fauziah Aprilinzie FA Masyarakat
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data,
Sugiyono dalam Amatullo (2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan
untuk mendapatkan informasi terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Obeservasi
Observasi merupakan kegiatan dengan melakukan pengamatan
langsung menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman,
pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk
menjawab masalah penelitian. Observasi di fokuskan pada pengamatan
langsung terhadap penerapan electronic government dalam pelayanan
Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.
2. Wawancara
Wawancara adalah tanya-jawab dengan seseorang untuk
mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah
(Arismunandar). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan
oleh peneliti dalam memperoleh data dilapangan adalah dengan cara tanya
jawab dengan informan yang dipilih sebagai data penelitian. Dalam
pengumpulan data dapat melalui rekaman agar dapat memudahkan peneliti
mengingat hasil wawancara.
3. Dokumentasi
Dokumentasi menurut Sugiyono dalam (Lutfia et al., 2019) adalah

suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam



32

bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa
laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi
digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi ini
akan melengkapi hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan
sehingga data tersebut dapat dipercaya atau lebih kredibel.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman dalam Hardani
(2020), dibagi menjadi tiga tahapan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga
tahapan tersebut yakni sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang artinya harus
dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, diabstraksikan
dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-
simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan
tindakan. Dalam penelitian kualitatif menyajikan data bukan dalam bentuk
teks naratif, karena penyajian data dalam bentuk ini menjadikan data yang
disajikan menjadi tidak terorganisir dengan baik. Penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bgan, hubungan antar kategori, dan

sejenisnya.
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3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan yaitu intisari darii temuan penelitian yang
menguraikan pendapat berdasarkan uraian atau keputusan sebelumnya yang
diperoleh melalui wawancara dengan informan. dengan fokus penelitian,
tujuan penelitian dan temuan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan
yang dibuat relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan
penelitian yang telah dilakukan.
G. Teknik Pengabsahan Data
Pengabsahan data adalah memastikan bahwa segala sesuatu yang
diamati dan diteliti oleh peneliti sesuai (relevan) dengan data yang benar-benar
ada dan benar-benar terjadi. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data yang
mendukung penelitian kualitatif, langkah selanjutnya adalah teknik triangulasi.
Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis,
maupun interpretatif dari penelitian kualitatif, Triangulasi dapat diartikan
sebagai kegiatan pengecekan data (Mekarisce, 2020) melalui:
1. Triangulasi Sumber
Traingulasi sumber dalam penelitian ini yaitu menggali lebih dalam
kebenaran suatu informasi melalui wawancara kepada beberapa informan
yang mempunyai sudut pandang berbeda-beda, tentunya akan memperoleh
data yang berbeda-beda dan pandangan yang berbeda-beda untuk
memperoleh kebenarannya. Data yang berasal dari sumber yang berbeda
tidak dapat dirata- ratakan seperti pada penelitian kuantitatif, namun dapat

diuraikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, mana yang berbeda,
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dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis
dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang kemudian dapat dilakukan
kesepakatan.
. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dalam penelitian ini dengan cara mengecek data
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk
mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila
dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang
berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data
yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar
menurut Sugiyono dalam (Mekarisce, 2020).
. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara
mengecek kembali data pada sumbernya dan tetap menggunakan teknik
yang sama, namun pada waktu atau situasi yang berbeda. Sebagai contoh,
peneliti mewawancarai informan di pagi hari pada saat informan masih
segar dan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya
dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau
teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka informan
sebelumnya yang telah dilakukan wawancara mendalam, diulangi
wawancaranya pada waktu atau situasi berbeda. Apabila hasil uji tetap
menunjukkan data yang berbeda, peneliti dapat melakukannya secara

berulang hingga ditemukan kepastian data.
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HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Deskripasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu
Indonesia merupakan Negara yang memiliki keberagaman dan
heterogenitas yang sangat kompleks, terutama suku dan kebudayaannya
yang tersebar luas di berbagai wilayah. Salah satunya di Sulawesi Selatan
khususnya di Kabupaten Luwu.
Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah otonom yang berada
di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota kabupaten berada di kota
Belopa yang menjadi titik pusat dari pemerintahan. lbu kota Kabupaten
Luwu dahulunya berada di Kota Palopo sebelum memisahkan diri dan
membentuk daerah otonom tersendiri pada tahun 2002 yaitu kota madya,
Kota Palopo. (Hal tersebut seperti yang tertera pada UU Nomor 11 Tahun
2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten
Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana bentuk dan model
pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari
induknya yakni Kabupaten Luwu. Pembentukan daerah otonom baru Kota
Palopo berimbas pada letak geografis Kabupaten Luwu. Letak Kota Palopo
yang berada di tengah dari Kabupaten Luwu menjadikan Kabupaten Luwu
terpisah menjadi dua bagian. Kabupaten Luwu sebelah Selatan dari Kota

Palopo yang terdiri dari sebelas Kecamatan yakni Bajo, Bastem, Belopa,
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Bua, Bupon, Kamanre, Larompong, Larompong Selatan, Latimojong,
Ponrang dan Suli. Sedangkan di wilayah Utara dari Kota Palopo hanya
terdapat dua Kecamatan yakni Walenrang dan Lamasi (sebelum dipecah
menjadi enam kecamatan). Setelah Kota Palopo memisahkan diri dari
Kabupaten Luwu, ibukota Kabupaten dipindahtempatkan ke Kecamatan
Belopa. Di mana yang kemudian hari berganti menjadi Kota Belopa dan
menjadi pusat dari sistem pemerintahan di Kabupaten Luwu (PRATAMA,
n.d.). Hal ini menjadikan daerah yang ada di Kecamatan Walenrang dan
Kecamatan Lamasi terganggu akibat letak geografis dari kabupaten Luwu.
Disebabkan jarak tempuh yang jauh ke pusat Kabupaten dan harus melewati
Kota Palopo terlebih dahulu. Hal ini menjadi tolok ukur pemerintah
Kabupaten Luwu sehingga pada tahun 2019, didirikanlah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Wilayah Walenrang
Lamasi yang berada tepatnya di Desa Lalong Kecamatan Walenrang.
Adanya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(LAKIP) merupakan bentuk komitmen Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk secara konsisten mengelolah setiap
program secara professional dan dapat dipertanggung jawabkan secara
akuntabel. Dalam pelayanan dan mekanisme administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil, Pemerintah Kabupaten Luwu berpedoman pada
Undang-undang Nergara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang
pencabutan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil memiliki tugas
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pokok dan kewajiban dalam melaksanankan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kependudukan dan pencatatan
sipil.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang
unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota, menjelaskan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota (UPT
Disdukcapil ~Kabupaten/Kota) merupakan unit pelayanan urusan
administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan yang berkdudukan di
bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Pelaksanaan
tugas Disdukcapil Kabupaten atau Kota berada dibawah pengawasan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau biasa disebut
Ditjen Dukcapil. Merekalah yang memliki kewenangan dalam pengadaan
atau penyelenggaraan yang dibutuhkan dalam pelayanan administrasi
kependudukan. Ditjen Dukcapil merupakan unsur pelaksana Kementerian
dalam Negeri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Kondisi geografis kantor Disdukcapil Kabupaten Luwu

Letak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu
Wilayah Walenrang Lamasi yang terpisah £73 Km dari ibukota Kabupaten
Luwu. Tentunya kondisi ini memiliki kekurangan dalam proses
administrasi, misalnya dalam pelayanan berkas administrasi tertentu di
mana harus melalui persetujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil yang ada di Kota Belopa. Pelayanan yang semestinya sudah pelayanan
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tersebut sudah rangkum, harus memakan waktu beberapa jam bahkan
sampai hari esok. Hal tersebut dikarenakan menuggu konfirmasi atau
persetujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Belopa.
Berdasarkan hal tersebut di atas sehingga penulis merasa perlu untuk
membahas permasalahan yang ada pada Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Wilayah Walenrang Lamasi. Tepatnya
dalam hal pengurusan e-KTP dikarenakan Kantor tersebut belum lama
berdiri.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lokasi dalam
penelitian. Peneliti akan meneliti seperti apa kualitas pelayanan yang
diberikan dalam bidang pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
biasa disebut e-KTP. Apakah telah sesuai dengan yang diharapkan oleh
masyarakat? Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan, dijelaskan bahwa administrasi kependudukan diartikan
sebagai rangkaian penataan dan penertiban dokumen dan data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengelolaan
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan
publik dan untuk pembangunan sektor lain.

3. Visi dan misi kantor Disdukcapil Kabupaten Luwu

Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, efektif dan efisien,
Disdukcapil Kabupaten Luwu memiliki visi dan misi, yaitu sebagai berikut:
a. Visi

Visi ini merupakan visi Pemerintah Kabupaten Luwu yang dijabarkan
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sesuai dengan urusan Disdukcapil Kabupaten Luwu yang diuraikan

sebagai berikut:

1) Sistem administrasi kependudukan adalah rangkaian Kkegiatan
pendataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2) Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami
olen seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instansi
pelaksana.

3) Tertib dimaknai bahwa dalam melaksanakan kegiatan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil selalu menjalankan tahapan
ataupun prosedur yang berlaku melewati tahapan yang sudah
ditentukan dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku.

4) Akurat dimaknai bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pencatatan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, data yang ada dan
yang diberikan harus benar, tidak memberikan data palsu, harus
otentik dan tidak memanipulasi data sehingga data tersebut dapat
dipertanggung jawabkan.

5) Dinamis dimaknai bahwa dalam melaksanakan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, data yang ada harus mengikuti
perkembangan waktu yang terakhir, sehingga perubahannya kelihatan

setiap waktu, apakah data yang ada itu statis atau tidak atau misalkan
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dokumen yang di miliki masih berlaku atau tidak.
b. Misi
Misi ini memiliki tujuan, sebagai berikut:
1) Mewujudkan setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan yang
akurat dan dinamis.
2) Mewujudkan kinerja pelayanan perangkat daerah yang efektif,
efisien dan akuntabel.
4. Sarana dan prasarana kantor Disdukcapil Kabupaten Luwu
a. Sarana
Sarana kegiatan yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten
Luwu sebagai penunjang proses pelayanan prima kepada Masyarakat
yang mengurus dokumen  kependudukan termasuk perbaikan,
pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas
ditunjang dengan tersedianya gedung yang telah dilengkapi dengan ruang
tunggu, mesin antrian, loket stempel, tujuh loket pelayanan yang siap
menerima berkas, alat perekam foto, monitor, ac, papan pengumuman,
tv monitor, kursi besi, harddisk eksternal, printer, scanner dan mobil
pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
b. Prasarana
Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  administrasi
kependudukan, aspek kecukupan dan kewajaran penyediaan prasarana
pada dasarnya telah memenuhi standar. Untuk menjamin

penyelenggaraan proses pelayanan kepada masyarakat yang mengurus
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administrasi kependudukannya. Ruangan ini cukup memadai dan
memberikan kenyamanan masyarakat yang akan mengurus KTP-el,
kartu keluarga, akta kelahiran, akta nikah, dan akta kematian dengan
tersedianya fasilitas yang dilengkapi dengan gedung, ruang tunggu, WC
pria dan wanita yang cukup terjaga kebersihannya, halaman parkir yang
memadai dan mushallah. Ruangan tunggu pelayanan administrasi
kependudukan ini dilengkapi dengan layar monitor yang digunakan
untuk menampilkan nomor urut, nomor Kasir antrian, status proses
pendaftaran serta dilengkapi sistem suara sebagai pemanggil nomor
antrian. Dalam pengurusannya tidak dipungut biaya apapun.

Hal ini sangat mendukung tertibnya pelayanan administrasi
kependudukan yang ada di Kantor Disdukcapil untuk mewujudkan setiap
penduduk memiliki dokumen kependudukan yang akurat, dinamis dan
mewujudkan kinerja pelayanan perangkat daerah yang efektif, efisien

dan akuntabel.



5. Sruktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Luwu
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B. Hasil Penelitian

Mewujudkan konsep e-government dapat dilakukan dengan mencapai
keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat
sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.
Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan
keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan,
efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai
bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat
di setiap jenjang proses pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang merupakan hasil
kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government yang menerapkan 3
elemen sukses e-Government yang harus dimiliki dan diperhatikan sebagai
penerapan konsepkonsep digitalisasi pada sektor publik. 3 elemen tersebut
diantaranya yaitu support, capacity, dan value. Berikut peneliti menyimpulkan
bentuk dukungan, keberdayaan, dan manfaat yang telah terlaksana dalam
penerapan good governance dalam pelayanan administrasi kependudukan pada
Disdukcapil Kabupaten Luwu yaitu :

1. Aspek  Support (dukungan) Dalam Pelayanan Administrasi
Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten Luwu

Dalam konteks pelayanan administrasi pemerintah di bidang
kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerlukan
dukungan yang komprehensif untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Salah satu aspek penting dari dukungan ini adalah tersedianya tenaga manusia
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yang profesional dan terlatih. Petugas yang terampil dan berpengalaman
dalam bidang administrasi kependudukan menjadi tulang punggung dalam
memberikan layanan yang efektif kepada masyarakat. Mereka harus
memahami secara mendalam prosedur-prosedur yang berlaku, memiliki
kemampuan komunikasi yang baik, serta dapat memberikan bantuan dengan
ramah dan jelas kepada masyarakat yang membutuhkan.Sistem pelayanan
yang dimaksud yaitu mengelola segala data dan informasi yang berkaitan
dengan identitas penduduk yang harus dimasukkan dalam suatu sistem
perekaman identitas penduduk yang dilakukan secara elektronik. Sistem
tersebut berupa kegiatan menginput data-data pemohon KTP-el, melakukan
proses perekaman, dan menerbitkan output KTP-el.

Dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu , untuk memastikan layanan yang
efektif dan efisien kepada masyarakat. ada beberapa aspek dukungan yang
biasanya terlibat:

a. Tenaga manusia yang profesional: dukungan dari petugas yang terlatih dan
berpengalaman dalam bidang administrasi kependudukan sangat penting.
Mereka harus memahami prosedur-prosedur yang berlaku dan dapat
memberikan bantuan kepada masyarakat dengan baik.

b. Infrastruktur dan fasilitas yang memadai: ketersediaan ruang kerja yang
nyaman, peralatan kantor yang memadai, serta sistem teknologi informasi
yang baik sangat mendukung kelancaran proses administrasi

kependudukan.
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c. Sistem Informasi Administrasi: dukungan dari sistem informasi
administrasi yang terintegrasi dapat mempermudah pemrosesan data
penduduk, pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan
lain-lain. Sistem ini juga membantu dalam pengelolaan arsip yang efisien.

d. Pelatihan dan pengembangan karyawan: dukungan dalam bentuk pelatihan
dan pengembangan karyawan memastikan bahwa petugas administrasi
kependudukan selalu memiliki pengetahuan terbaru tentang peraturan dan
prosedur terkini.

e. Pelayanan prima kepada masyarakat: aspek ini mencakup pelayanan yang
ramah, responsif, dan cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Dukungan
dalam memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang prima
akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap institusi tersebut.

f. Koordinasi antar instansi: dukungan dari koordinasi yang baik antara Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan instansi terkait seperti rumah
sakit, kepolisian, dan kantor desa sangat penting untuk memastikan akurasi
dan kelancaran proses administrasi kependudukan.

g. Kebijakan yang mendukung: dukungan dari kebijakan yang mendukung,
baik dari pemerintah pusat maupun daerah, memastikan bahwa Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu memiliki sumber
daya dan wewenang yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Penerapan sistem pelayanan KTP-el mengacu kepada kebijakan

pelaksanaan program KTP-el berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35

Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
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2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara
nasional ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh kementrian dalam negeri
berdasarkan peraturan Presiden.

Kinerja organisasi publik dipengaruhi oleh faktor-faktor yang beraneka
ragam. Dalam konteks penerapan SOP dalam lingkungan organisasi publik,
mengatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan pengaruh
implementasi kebijakan SOP terhadap kinerja pegawai di lingkungan
organisasi adalah struktur organisasi. Salah satu aspek struktural paling dasar
dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya SOP.
Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang
tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para
pejabat dalam organisasi-organisasi. Dengan menerapkan SOP tersebut,
diharapkan pelayanan yang diberikan semakin optimal.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan DR sebagai Kepala
Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu mengatakan bahwa:

“Pelayanan e-KTP jauh lebih baik dari yang sebelumnya, karena setiap
staf sudah paham dengan tugas masing-masing setelah kami melakukan
pelatihan terhadap staf apalagi sekarang setiap instansi telah bekerjasama
untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat
dengan tingginya jumlah perekaman masyarakat® (Hasil wawancara pada
tanggal 18 Maret 2024).

Selanjutnya peneliti mewawancara SN salah seorang warga pemohon
KTP-el yang baru datang di Kantor Disdukcapil untuk melakukan registrasi
identitas. Petikan wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Saya mendapatkan informasi dan pelayanan dari staf untuk pengurusan

e-KTP harus datang ke Kantor Disdukcapil setelah mendapat surat
pengantar dari RT, kelurahan dan kecamatan. Lalu diisi dan dikembalikan
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ke loket kemudian saya di foto, perekaman sidik jari, scan tanda tangan
dan mata. Setelah selesai perekamannya saya disuruh menunggu sekitar 2
hari untuk mendapatkan KTP-el yang sudah di terbitkan dan hampir setiap
prosedurnya tidak membuat saya bingung karena staf pelayanannya yang
ramah” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2024)

Peneliti juga mewawancarai informan FR selaku masyarakat dengan
petikan wawancara sebagai berikut:

“Saya mendapatkan informasi dari kantor keluarahan serta dijelaskan
prosedurnya sehingga saya datang ke Disdukcapil dengan membawa
berkas persyaratan berupa surat pengantar dari RT/RW, pengantar dari
kelurahan/ kecamatan, untuk mengurus KTP-el dengan mendapatkan isian
format yang diisi dan dimasukkan kembali ke loket registrasi untuk di
input sambil menunggu untuk diproses untuk perekaman dari tiap
prosesnya menurut saya sudah baik karena apa yang dielaskan dikantor
kelurahan sama dengan pelayanan yang diberikan di kantor disdukcapil
jadi bias lansung saya urus dan di arahkan oleh staf ” (Hasil wawancara
pada 18 Maret 2024).

Sehingga uraian mengenai sistem pelayanan KTP-el, berikut peneliti
melakukan wawancara dengan beberapa informan dari Disdukcapil untuk
mengetahui sejauh mana dukungan dalam pelayanan yang diterapkan di
instansi tersebut. Wawancara peneliti lakukan dengan informan A selaku
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk menanyakan pendapatnya
mengenai dukunagn pelayanan KTP-el pada Disdukcapil Kabupaten Luwu,
dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Saya bersama jajaran pegawai telah melaksanakan pelatihan serta
melakukan sosialisasi kerjasama dengan kelurahan agar memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai sistem terbaru yang diterapkan
dalam melakukan pengurusan di Disdukcapil terutama pengurusan KTP

sehingga sistem pelayanan KTP dilaksanakan” (Hasil wawancara pada
tanggal 18 Maret 2024)

Makna wawancara dengan pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam melaksanakan sistem pelayanan KTP-el harus sesuai
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dengan pegawai yang mengetahui atau menguasai dunia digital yang mampu
menginput data dan informasi pemohon sesuai dengan format yang diberikan
untuk diisi dan dikembalikan ke pegawai untuk dicatat secara administratif
sebagai pemohon yang mengurus KTP elektronik.
Hal ini senada dengan pernyataan dari MA bahwa:
“Prosedur dan persyaratan untuk pengurusan e-KTP, sudah jelas
didapatkan dari informasi, baik dari internet maupun yang dijelaskan di
kelurahan sehingga berkas yang diperlukan dalam membuat KTP bisa
disiapkan sebelum berangkat ke Kantor Disdukcapil dan staf di Kantor
Disdukcapil akan langsung mengarahkan untuk menyerahkan berkas
setelah itu melakukan perekaman foto dan di informasikan untuk

menunggu hasilnya beberapa hari kemudian karena adanya faktor jaringan
yang bermasalah”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2024).

Berdasarkan wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa
persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengurus E-
KTP yaitu menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP lama (Siak)
dua lembar terus rekam data diri dilanjutkan dengan foto setelah itu
dikeluarkan resi, masyarakat disuruh tunggu sampai E-KTP asli keluar.
Sementara pesyaratan yang harus di lengkapi untuk perubahan data yaitu
dengan membawa e-KTP yang lama, Dokumen pendukung perubahan data
baik itu ljazah, SK, maupun Buku Nikah, dan putusan Pengadilan Negeri.
Sedangkan persyaratan pembuatan e-KTP yang hilang yaitu dengan
membawa fotocopy eKTP, fotocopy Kartu Keluarga, dan surat kehilangan
dari kepolisian. Adapun pembuatan ulang e-KTP yang rusak yaitu dengan
membawakan fotocopy e- KTP yang sudah rusak dan fotocopy Kartu

Keluarga.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat penulis simpulkan

bahwa dukungan dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP sudah terpenuhi oleh
adanya sumber daya manusia seperti pegawai yang telah dilatih agar
mengetahui proses perekaman e-KTP yang diterapkan sesuai dengan sistem
yang telah ditetapkan. Dengan melakukan proses perekaman e-KTP dengan
begitu proses akan berjalan lancar ketika masyarakat paham dan mengetahui
persyaratan, proses, batas waktu dan penerbitan KTP-el. Ini penting dalam
rangka mempermudah pemohon melakukan pengurusan dan mempermudah
pegawai memberikan pelayanan penerbitan KTP Ini memberikan makna bahwa
pelaksanaan pelayanan KTP-el telah diterapkan sesuai dengan sistem dan
masyarakat yang mengurus juga sudah mengikuti proses dan prosedur yang
telah diterapkan. Sistem pelayanan KTP-el menjadi perhatian bagi setiap
pemohon untuk mendapatkan pelayanan pengurusan KTP-el dari pegawai
Disdukcapil Kabupaten Luwu. Sehingga hasil observasi yang telah
dilakukan, pengurusan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Luwu
membutuhkan waktu hanya 1 jam kerja. Persyaratan yang harus dilengkapi
untuk pembuatan e-KTP baru yaitu telah berusia 17 tahun ke atas dan
melampirkan dua lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) terbaru, ljazah
pendidikan terakhir dan Akta Kelahiran.
. Aspek Capacity (kemampuan) Dalam Pelayanan Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu

Dalam konteks pelayanan administrasi pemerintah di bidang

kependudukan, kemampuan (capacity) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
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Sipil menjadi faktor krusial untuk memastikan kelancaran dan kualitas

layanan yang diberikan kepada masyarakat. Menjalankan pelayanan

administrasi pemerintah di bidang kependudukan, kemampuan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu memegang peran

penting untuk memastikan kualitas, kecepatan, dan akurasi layanan yang

disediakan kepada masyarakat memiliki strategi dalam melakukan pelayanan
kepada masyarakat yaitu :

a. Meningkatkan kemampuan SDM  menjadi fondasi utama dalam
menjalankan operasional sehari-hari. Diperlukan personil yang mencukupi
jumlahnya, serta memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuali
dengan tugas administratif kependudukan, seperti pencatatan peristiwa
kependudukan dan pengelolaan data. Selanjutnya, kemampuan dalam
memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi yang canggih
juga menjadi kunci.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu
memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung proses
pencatatan dan pemrosesan data secara efisien dan akurat memiliki peran
yang sangat vital sebagai fondasi utama dalam menjalankan operasional
pemerintahan. Personil yang berkualitas, terlatih, dan kompeten adalah
elemen kunci yang memastikan kelancaran dan keberhasilan berbagai
kegiatan pemerintahan yang secara langsung berinteraksi dengan
masyarakat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan serta

pelayanan publik. Dalam konteks administrasi kependudukan, petugas di
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu memiliki
pengetahuan yang mendalam tentang prosedur-prosedur administratif,
kebijakan terkait, serta kemampuan komunikasi yang baik untuk
memberikan layanan yang memuaskan kepada masyarakat yang tidak
hanya mencakup pengetahuan teknis, tetapi juga kemampuan
interpersonal, pemecahan masalah, dan kepemimpinan yang dibutuhkan
untuk beradaptasi dengan berbagai situasi yang kompleks dan dinamis.
Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabipaten Luwu melakukan pelatihan, pendidikan, dan
pengembangan karir kepada pengawai, menjadi pelatihan bagi
keberhasilan operasional pemerintah dalam memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada masyarakat.
. Kemampuan manajerial / keterampilan, dan perilaku yang dapat diamati
untuk memimpin pemerintahan menjadi fondasi utama yang sangat
penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Ini karena
kemampuan manajerial mencakup berbagai aspek yang esensial dalam
mengatur sumber daya, mengoordinasikan kegiatan, dan memastikan
efisiensi serta efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam hal ini terdapat sedikit perubahan terkait prosedur pelayanan
pembuatan E-KTP bahwa tidak lagi melibatkan aparatur kecamatan. Hal
ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh DR selaku Kepala

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

“..kalau dulu masyarakat harus menunggu diluar kantor sambil
datanya di input oleh staf, tapi sekarang sudah ada ruang tunggu serta
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ada beberapa computer yang tersedia, apalagi staf Disdukcapil sudah
banyak yang paham tentang input data sehingga prosesnya sudah
mudah diselesaikan. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu terlalu
lama untuk menunggu perekaman foto” (Hasil wawancara pada
tanggal 18 Maret 2024).

Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu,
kemampuan manajerial diperlukan untuk mengelola berbagai proses
administratif, mengatur alokasi sumber daya, serta memastikan bahwa
tugas-tugas dilaksanakan sesuai dengan standar dan target yang telah
ditetapkan yang mencakup kemampuan perencanaan yang baik untuk
merumuskan strategi dan tujuan jangka panjang, serta mengatur langkah-
langkah konkret yang diperlukan untuk mencapainya termasuk struktur
organisasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab masing-masing bagian.
Tidak hanya itu, kemampuan pengawasan yang efektif juga sangat penting
dalam memantau kinerja dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan
sesuai dengan rencana. Dengan memiliki kemampuan manajerial yang
kuat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan
kepada masyarakat, meminimalkan risiko kesalahan atau kegagalan dalam
pelaksanaan kegiatan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber
daya yang tersedia. Sebagai inti dari operasional pemerintah, kemampuan
manajerial memberikan landasan yang kokoh untuk mencapai  tujuan-
tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan
kemampuan manajerial sangatlah penting untuk mencapai efektivitas dan

keberlanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik.
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c. Menyediakan Teknologi dan sistem informasi karena penggunaan
teknologi dan sistem informasi yang canggih yang disediakan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk meningkatkan efisiensi,
akurasi, dan aksesibilitas informasi terutama dalam konteks penerbitan e-
KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik). Dalam era di mana teknologi
semakin meresap dalam berbagai aspek kehidupan, pemerintah telah
beralih ke solusi elektronik untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan
akurasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Dalam penerbitan e-KTP di kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu memanfaatkan teknologi dan sistem
informasi untuk mempercepat proses pencatatan dan pemrosesan data
penduduk secara efisien. Dengan sistem informasi yang terintegrasi,
informasi individu dapat dicatat dan dikelola dengan lebih akurat dan
cepat. Data-data tersebut tersimpan dalam format digital yang
memungkinkan akses yang mudah dan cepat, serta dapat diintegrasikan
dengan basis data lainnya untuk keperluan verifikasi dan validasi.

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menemukan informasi
bahwa warga yang mengurus e-KTP langsung saja datang ke Kantor
Disdukcapil luwu untuk foto dan rekam data diri tanpa harus ke Kantor
Camat. Setelah itu percetakan E-KTP dilanjutkan di Dinas Pendudukan
dan Pencatatan Sipil kalau e-KTP sudah siap akan langsung dapat
diperoleh pada hari tersebut. Sehingga keberadaan teknologi dan sistem

informasi juga membantu dalam meminimalkan risiko kesalahan manusia
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dalam pengolahan data, sehingga meningkatkan akurasi dan keandalan
informasi yang disediakan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Luwu . Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap
warga negara memiliki dokumen identitas yang valid dan sah.

Tabel 4.1 Fasilitas Kantor

No. Nama Barang Merk Jumlah
1. Komputer Samsung 12
5 Finger print §ca_nner (alat O 3

perekaman jari tangan)
a3 Iris scanner (alat Canon 3
perekaman iris mata)
- Signature pad topaz (alat Topa? 4
perekaman tanda tangan)
o Ac Sharp / AH-A9SAY 8
6. Printer (peralatan Epson/ L3110 5
personal komputer)

3. Aspek Value (nilai) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu.

Pelayanan akan terlihat baik dan buruk dinilai dari adanya sebuah
transparansi dalam pemerintahannya. Transparansi menjadi peran yang
sangat penting bagi sebuah pelayanan. Pelayanan publik menjadi salah
satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja pegawai. Oleh karena itu,
berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada
masyarakat sehingga mudah di jangkau. Transparansi mengarah adanya
kejelasan mekanisme/prosedur, program atau aktivitas, dan juga

terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan,
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usul, maupun Kritik. Melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) maka
dijamin akan adanya transparansi, sebab masyarakat mengetahui
prosedur alur pelayanan publik, serta terbuka bagi masyarakat untuk
menyampaikan keluhan dan informasi balik tentang perlakuan pelayanan
melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Di masa yang sekarang dengan berkembangnya kemajuan teknologi,
kemajuan media informasi, media cetak dan elektronik yang semakin
maju, kebutuhan pelayanan juga akan semakin meningkat. Sehingga
masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan terjamin adanya
kepastian waktu, maka pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan sesuai harapan masyarakat. Namun, pelayanan publik yang
ada di luwu masih belum maksimal dengan apa yang diharapkan
masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh
pemerintah masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum
efektif dan efisien, serta berbagai hal seperti sulitnya system jaringan
yang membuat pelayanan publik tidak sesuai dengan yang dihararapkan
masyarakat.

Pelayanan publik pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan
prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban
aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang
terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam
bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal

pembuatan Kartu Tanda Penduduk Eektronik (E-KTP) belum sepenuhnya
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berjalan dengan baik karena masih ditemuinya hambatan.
a. Faktor Sumber Daya Manusia

Merupakan faktor penghambat yang paling umum menghambat
maksimalnya pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Luwu , karena
kurangnya Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil wawancara
dengan SN Pegawai Bidang Pelayanan Penduduk Kabupaten Luwu
mengatakan bahwa:

”Bisa dilihat sendiri saja kami mengalami hambatan dikarenakan
masalah kurangnya masyarakat yang memahami penggunaan
teknologi yang juga jadi salah satu kendala di Kabupaten Luwu.”
(Hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2024).

Maka pasal 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 Pelayanan
publik perihal tujuan dari Undang-undang tersebut tidak berjalan
dengan baik akibat dari kurangnya ketersediaan tenaga sumber daya
manusia (SDM) di tempat perekaman data. dalam upaya proses
penerbitan output KTP, maupun pengurusan kependudukan lainnya.

Faktor lainnya yaitu sumber daya, jika personil yang bertanggung
jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam
melakukan tugasnya. Meliputi jumlah staf, keahlian dari para
pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk
mengimplementasikan  dalam  pelaksanaa program, adanya
kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada
sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas

pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program

seperti dana dan sarana prasarana.
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Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan
kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara
sempurna karena mereka tidak bisa melakukan peksanaan dengan
baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang
harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk
melakukan program.

Untuk itu perlu adanya manajeman SDM yang baik agar dapat
meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program
ini disebabkan karena kebijakan E-KTP merupakan hal yang
sudah sejak lama digeluti dan memang merupakan kewenagnan dari
dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk
mengeluarkannya.bagi mereka dimana dalam melaksanakan program
ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus
menguasai teknik- teknik komputer.

Adapun hambatan lainnya dalam hal ini pegawai di Kantor
Disdukcapil Kabupaten Luwu melakukan kelalaian seperti yang
diungkapkan WS selaku masyarakat yaitu:

“Saya sudah ada E-KTP, tetapi ada kesalahan penulisan nama

dan umur, yang tertulis tahun tetapi seharusnya 21 tahun dan

nama saya juga tidak sesuai dengan yang tertera di ijazah saya
yang betul. Saya mau mengganti atau membetulkan umur dan
nama saya. Sudah dua hari pengurusan sebelumnya di Kantor

Disdukcapil Kabupaten Luwu”. (Hasil wawancara pada tanggal
19 Maret 2024).

Terlaksananya tertib administrasi sangat didambakan oleh semua

penyelenggara admnistrasi atau administrator karena pekerjaan yang
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admninistrasi membutuhkan ketepatan waktu. Kejelasan Kerja,
keterbukaan dan kesederhanaan agar yang dilayani menjadi puas. Tapi
sangat disayangkan kesalahan pengetikan nama dan umur ini menjadi
masalah kecil tapi berdampak pada kualitas pelayanan pegawai di
kantor disdukcapil. Sehingga ada alasan yang akan mempengaruhi
proses pelayanan publik di kantor Kabupaten Luwu.
Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Sarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam
implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana yang memadai sangat
berpengaruh  terhadap  keberhasilan  implementasi  suatu
kebijakan.Sarana dan prasarana harus dimiliki oleh pelaksana
kebijakan agar kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan
dengan efektif dan efisien.Sarana sebagai salah satu penunjang
jalannya pelaksanaan program pemerintah yaitu E-KTP, namun
berdasakan hasil observasi dilapangan, Fasilitas untuk mendukung
pelaksanaan program kerja terkait E-KTP, masih adanya masalah
penyediaan dan fasilitas.

Penyediaan blanko yang tidak terlaksananya, sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan pasal 5 dimana Pemerintah melalui
Menteri  berwenang menyelenggarakan Administrasi

Kependudukan secara nasional, menyediakan blangko KTP-el bagi
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kabupaten/kota yaitu semestinya menyediakan kebutuhan penunjang
lainnya tehadap pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan
seperti Blanko. Kurangnya sarana dan prasanara terkait pelayanan
publik terutama pemabuatan E-KTP yang tidak tersedia balangko
pengurusan maka akan berimbas pada efektifitas pelayanan sehingga
pasal 15 ayat (¢) Undang- Undang Nomor 25 tahin 2009 tentang
pelayanan publik tidaklah terwujud dengan baik walaupun telah
diamanatkan oleh undang-undang namun faktanya dilapangan segala
pihak yang diberikan tanggung jawab tersebut tidak mampu atau
masih belum mampu memenuhi kewajiban tersebut yaitu
menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka
menyelenggarakan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan melihat ruang
tunggu di kantor disdukcapil kabupaten luwu tidak begitu luas dan
tersedia beberapa kursi sehingga jumlah tersebut tidak cukup
menampung jumlah masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil
Kabupaten Luwu sehingga banyak dari masyarakat yang ingin
mengurus memilih untuk berdiri karena kurangnya kursi diruang
tunggu. Akibat dari kurangnya fasilitas penunjang kebutuhan
pendukung inilah, menurut penulis menghambat pelayanan publik di
kantor Disdukcapil Kabupaten Luwu.

Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

menyebutkan bahwa, penyelenggara melakukan analisis dan
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menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas
pelayanan publik dan pelaksana. Sehingga seharusnya pemerintah
kKabupaten Luwu terutama Disdukcapil Kabupaten Luwu
memperhatikan betuk ketersediaan sarana dan prasarana serta
meningkatkannya dikantor Disdukcapil Luwu seperti kursi sesuai
dengan kebutuhan sehingga pelayanan dikantor disdukcapil dapat
berjalan dengan baik.

Selain dari kurangnya jumlah kursi diruang tunggu pelayanan
kantor disdukcapul kabupaten kepauan meranti, Masalah lain yaitu
jaringan yang selalu jadi kendala, seperti keterangan wawancara yang

diperoleh dari Kepala Disdukcapil Kabupaten Luwu :

“Begitupun dengan masalah jaringan, sudah dari tahun-ketahun

selalu saja jadi masalah utama yang pastinya menghambat

jalannya kerja kami khususnya menginput atau mengakses data-

data masyarakat yang ingin memuat data kependudukannya”

(Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2024).
Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan yang terdapat dari luar diri
seseorang atau indvidu, yang meliputi lingkungan yang ada di sekitar,
termasuk orang-orang terdekat. Berdasarkan hasil observasi peneliti,
adapun hambatan eksternal yang terdapat dalam pelayanan pembuatan
E-KTP di Ducapil Luwu vyaitu masih Kkurangnya pengetahuan
masyarakat untuk melakukan perekaman E-KTP, sehingga masih

banyak masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-

KTP).
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Dari hasil dari observasi peneliti Pelayanan pembuatan Kartu
Tanda Penduduk Eektronik (E-KTP) pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu masih kurang optimal, dilihat
dari  beberapa permasalahan, di antaranya yaitu kurang stabilnya
jaringan internet, terbatasnya nomor antrian,dan masyarakat
melakukan registrasi perekaman E-KTP pada saat dibutuhkan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas ducapil
luwu mengatakan: Sejauh ini belum ada masalah yang signifikan
namunn masih banyak juga masyarakat yang belum melakukan
perekaman E-KTP, bahkan diatas umur 17 tahun masih ada
masyarakat yang belum memiliki E-KTP, dan pada saat pembuatan E-
KTP banyak masyarakat yang datang diluar jam kerja. Sebagaimana
hasil wawancara peneliti dengan informan A selaku pegawai Bidang
Pelayanan Penduduk terkait hambatan dalam pelayanan pembuatan E-
KTP bahwa yang menyatakan:

“Tidak ada masalah yang signifikan, namun masih ada

hambatan seperti banyak masyarakat yang datang diluar jam

kerja dan masih banyak juga masyarakat yang belum melakukan

perekaman E-KTP” (Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret
2024)

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pegawai Bidang
Pelayanan Penduduk, penerbitan E-KTP Dukcapil terkait hambatan
dalam pelayanan pembuatan E- KTP bahwa tidak ada masalah yang
signifikan namun, masyarakat membuat dokumen kependudukan

disaat dibutuhkan atau disaat ada perlu, dan terkadang pegawai harus
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turun kelapangan untuk melakukan perekaman E-KTP. Hal serupa
peneliti juga wawancara SN pegawai Bidang Pelayanan Penduduk
mengatakan:

“Hambatan yang sering terjadi dalam penerbitan E-KTP yaitu

kurang stabilnya sistem jaringan internet sehingga terhambatnya

proses percetakan, karena target percetakan E-KTP setiap
harinya 200 keping, jika tidak sesuai target maka kami harus
menyelesaikannya pada malam hari untuk memenuhi pelayanan

yang baik bagi masyarakat” (Hasil wawancara pada tanggal 19

Maret 2024)

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Pegawai Bidang
Pelayanan Penduduk terkait hambatan dalam pelayanan pembuatan E-
KTP bahwa hambatan lainnya yaitu kurang stabilnya system jaringan
internet sehingga terhambatnya proses percetakan E-KTP. Dari hasil
Wawancara peneliti diatas dengan beberapa informan dapat
disimpulkan bahwa pelayanan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sudah berjalan dengan Standar
Operasional Prosedur. Dalam pelayanan Pembuatan E-KTP di
Dukcapil Kabupaten Luwu ada dukungan dari Pemerintah Daerah,
yaitu dukungan kebijakan dan dukungan anggaran, guna untuk
membantu dalam proses pelayanan pembuatan E-KTP.

C. Pembahasan
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang sesuai dengan
dinamika yang ada yaitu menggunakan teori yang berasal dari hasil kajian dan

riset dari Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2004), untuk dapat

menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, dibutuhkan tiga
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elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan secara sungguh-sungguh,
ketiga elemen sukses tersebut adalah :
1. Support
Support adalah dukungan unsur pimpinan yang memotivasi dalam
Penerapan Electronic Government dalam Pelayanan Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Luwu (menurut teori Indrajit) seperti:
a. Kesepakan bersama untuk menerapkan e-government.
b. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar
tercipta lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan e-government.
Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah
Kabupaten Luwu adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat
publik dan politik untuk benar-benar ingin menerapkan konsep e-
Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang
inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-Government. Pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, dukungan
pemerintah dalam menerapkan konsep e-government pada pembuatan e-
KTP sangatlah baik karena tanpa adanya unsur “political will” ini,
mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government
dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja
berdasarkan model manajemen “top down”, maka jelas dukungan
implementasi program e-Government yang efektif dari pemerintah

Kabupaten Luwu harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang
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berada pada level tertinggi (Presiden dan para Menteri) sebelum merambat

ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya).

Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada

omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan di

Disdukcapil Luwu adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

a. Disepakatinya kerangka e-Government di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sebagai salah satu kunci sukses dalam
mencapai visi dan misi pembuatan e-KTP, sehingga harus diberikan
prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan.
Disdukcapil Luwu telah sepakat untuk menerapkan e-government di
kalangan masyarakat agar masyarakat dapat mengenali dunia teknologi
lebih luas dan dapat mengakses e-KTP dimana dan kapan saja sehingga
terjalannya program pemerintah untuk menerapkan e-government.

b. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar
tercipta lingkungan kondusif pada Disdukcapil Luwu untuk
mengembangkan e-Government pada pembuatan e-KTP (seperti adanya
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya
lembaga-lembaga khusus — misalnya kantor e-Envoy — 30 sebagai
penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan

swasta, dan lain sebagainya).

Berdasarkan informasi yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa
penerapan e-govermnment di Disdukcapil Kabupaten Luwu dalam

menerapkan e-KTP sudah ada perencanaan dalam pengembangan e-



65

government sehingga konsep dapat diterapkan untuk memberikan
pelayanan yang lebih baik. Sosialisasi e-government yang dilakukan oleh
Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu dilakukan dengan cara dimuatkan ke
dalam program-program yang dijalankan saja.

2. Capacity

Capacity yang dimaksud pada penelitian ini dalam teori Indrajit yakni:

a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai
inisiatif e-government dari  Pemerintah Kabupaten Luwu dalam
mewujudkan e-government dalam pelayanan administrasi kependudukan
menjadi kenyataan, seperti para pegawai yang profesional telah
mengetahui sistem e-government.

h. Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai.

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan
keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai
dengan asas manfaat yang diharapkan.

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur
kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat di Disdukcapil
Kabupaten Luwu dalam mewujudkan “impian” e-Government terkait
menajdi kenyataan dalam pembuatan e-KTP. Ada tiga hal minimum yang
paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini,
yaitu:

a. Ketersediaan sumber daya yang cukup di Disdukcapil Kabupaten Luwu

untuk melaksanakan berbagi inisiatif e-Government, terutama yang
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berkaitan dengan sumber daya finansial seperti alat yang digunakan untuk
kegiatan operasional perekaman e-KTP yaitu komputer, finger print
scanner (alat perekaman jari tangan), iris scanner (alat perekaman iris
mata), signature pad topaz (alat perekaman tanda tangan), dan jaringan
wifi yang memadai.

b. Ketersedaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di
Disdukcapil Kabupaten Luwu untuk melakukan perekaman e-KTP
karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan
konsep Government seperti website yang di buat oleh pemerintah.

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan
keahlian dalam pembuatan e-KTP yang dibutuhkan agar penerapan e-
Government di Disdukcapil Kabupaten Luwu dapat sesuai dengan asas
manfaat yang diharapkan seperti para pegawai yang mempunyai keahlian
dan di pekerjakan sebagai perencana dan pelaksana untuk mencapai
tujuan bersama.

Berdasarkan informasi yang didapatkan tersebut, penulis
menyimpulkan bahwa penerapan e-KTP di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tidak memiliki kendala dalam keuangan
karena telah ada anggaran yang dibuat cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Dilihat dari sumber daya manusia, terdapat permasalahan yang dihadapi
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu yaitu
kurangnya sumber daya manusia dalam proses pembuatan e-KTP yang

dibutuhkan dan ditambah lagi dengan sedikitnya sumber daya manusia yang
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berkompeten dalam teknologi informasi.
3. Value
Value yang dimaksud dalam teori Indrajit untuk menerapkan e-KTP ini
adalah:

a. Berbagai inisiatif e-government tidak akan ada gunanya jika tidak ada
pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya Penerapan Electronic
Government dalam Pelayanan Administrasi Kepedudukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu.

b. Menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya
Penerapan Electronic Government dalam Pelayanan Administrasi
Kepedudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Luwu bukanlah untuk kalangan pemerintah sendiri, melainkan untuk
masyarakat dan mereka yang berkepentingan.

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari
sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side).

a. Berbagai inisiatif e-Government pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tidak akan ada gunanya jika tidak ada
pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep
tersebut dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat
yang diperoleh dengan adanya e-Government bukanlah kalangan
pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang
berkepentingan di Disdukcapil Kabupaten Luwu.

b. Pemerintah Kabupaten Luwu harus benar-benar teliti dalam memilih

prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus didahulukan
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pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang
secara signifikan dirasakan oleh masyarakat. Salah dalam mengerti apa
yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi
Disdukcapil Kabupaten Luwu yang akan semakin mempersulit
meneruskan usaha mengembangkan konsep e-Government.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan e-government di
Disdukcapil Kabupaten Luwu harus diperhatikan mengenai support,
capacity, dan value. Perpaduan antara ketiga elemen terpenting tersebut
akan membentuk sebuah pusat syaraf jaringan e-Government yang akan
menjadi kunci sukses utama keberhasilan. Atau dengan kata lain, jika
elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan
konsep e-Government berada di luar area tersebut (ketiga elemen tersebut),
maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa website
yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Luwu belum dikelola secara
maksimal dalam peneraapan e-KTP. Karena dalam pengelolaannya terdapat
standar yang harus diperhatikan yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan
konten yang terdapat pada website pembuatan e-KTP belum lengkap dan
mengakibatkan tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sehingga masyarakat yang ingin mengakses informasi menjadi tidak
memperoleh apa yang dibutuhkan dan tidak terasa manfaat yang diberikan
dalam website tersebut. Hal ini juga berakibat pada masyarakat yang belum
terbiasa menggunakan teknologi informasi menjadi enggan mengakses
website yang disediakan dan lebih memilih bertatap muka secara langsung

jika memerlukan pelayanan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Penerapan Prinsip
Penerapan Electronic Government Dalam Pelayanan Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek support yang diberikan Dinas Pencacatan Sipil dalam penerapan
Electronic Government pada pembuatan e-KTP sudah baik karena
memberikan dukungan dengan memperkenalkan sistem pendaftaran online
yang memungkinkan warga untuk mengakses layanan administratif
kependudukan secara efisien dari mana saja.

2. Aspek capacity yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
dalam penerapan Electronic Government pada pembuatan e-KTP  sudah
baik karena Dinas Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu memberikan
pelatihan dan pembinaan kepada staf dan pejabat pemerintah dalam
menggunakan sistem elektronik.

3. Aspek value yang diberikan Dinas Pencacatan Sipil dalam penerapan
Electronic Government pada pembuatan e-KTP masih perlu perbaikian
secara maksimal karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham

dengan sistem Government apalagi ditambah dengan permasalahan jaringan.
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B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap kapasitas jaringan internet
agar terhindar dari kurang stabilnya jaringan, supaya proses pencetakan dan
perekaman dalam pelayanan pembuatan e-KTP tidak terhambat lagi.

2. Perlunya penambahan pegawai bagian kependudukan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu terutama bidang yang
mengurusi pelayanan e-KTP dan meningkatkan mutu pelayanan dengan
menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat

yang datang ke kantor dapat terlayani dengan baik.
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